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Abstract
The problem of public transportation that occurs in Malang Regency, precisely in Ampelgading and
Tirtoyudo Districts, is the unorganized provision of public transportation facilities, so that the outermost
areas of Malang Regency to the regional activity center are less connected. Tirtoyudo and Ampelgading
subdistricts are included in the group of poor sub-districts with low income levels due to poor productivity,
due to low market access capabilities, poor irrigation systems, high production costs, low wage levels and
also low production levels. So it is necessary to plan a pioneer public transportation route Dampit-
TirtoyudoAmpelgading to be able to support community activities in Malang Regency. This study aims to
determine the demand for pioneer transportation, operational performance, tariffs and subsidies. The
primary data collection method was conducted by means of a stated preference survey. Based on this study,
it was found that the demand for pioneer transportation was 45,079 person trips / day with operational
performance, namely travel time of 40 minutes covering a distance of 20 km, distance between vehicles of
12 minutes and waiting time for vehicles of 4 minutes with the number of vehicles 9 fleets and BOK value
of Rp. 5,383. Then the transportation tariff based on the BOK value is Rp. 6,600, the tariff based on ATP is
Rp. 2,200, the tariff based on WTP is Rp. 2,600 while the subsidy value that must be financed by the
government based on the ATP value is Rp. 4,400, and the subsidy based on the WTP value is Rp. 4,000.
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Abstrak
Permasalahan angkutan umum yang terjadi di Kabupaten Malang tepatnya di Kecamatan Ampelgading
dan Tirtoyudo adalah tidak terorganisirnya penyediaan sarana angkutan umum, sehingga wilayah terluar
Kabupaten Malang menuju pusat kegiatan daerah tersebut kurang terhubung. Kecamatan Tirtoyudo serta
Ampelgading termasuk kelompok kecamatan miskin dengan tingkat pendapatan yang rendah diakibatkan



oleh produktivitas yang buruk, karena kemampuan akses pasar yang rendah, sistem irigasi yang buruk,
biaya produksi yang tinggi, tingkat upah yang rendah dan juga tingkat produksi yang rendah pula. Maka
perlu adanya perencanaan angkutan umum perintis trayek Dampit-TirtoyudoAmpelgading untuk dapat
mendukung kegiatan masyarakat di Kabupaten Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui demand
terhadap angkutan perintis, kinerja operasional, tarif dan subsidi. Metode pengumpulan data primer
dilakukan dengan cara survei stated preference. Berdasarkan penelitian ini didapatkan hasil bahwa
demand angkutan perintis adalah 45.079 perjalanan orang/hari dengan kinerja operasional yaitu waktu
perjalanan 40 menit menempuh jarak 20 km, jarak antar kendaraan 12 menit dan waktu tunggu kendaraan
4 menit dengan jumlah kendaraan 9 armada serta nilai BOK sebesar Rp. 5.383. Kemudian tarif angkutan
berdasarkan nilai BOK adalah Rp. 6.600, tarif berdasarkan ATP Rp. 2.200, tarif berdasarkan WTP adalah
Rp. 2.600 sedangkan nilai subsidi yang harus dibiaya oleh pemerintah berdasarkan nilai ATP adalah
sebesar Rp. 4.400, dan subsidi berdasarkan nilai WTP sebesar Rp. 4.000.

Kata Kunci :Angkutan Perintis, Tarif, Subsidi.

PENDAHULUAN
Dalam kegiatan memindahkan orang atau barang tersebut bukan masalah bagi
masyarakat yang berada di kota karena terdapat berbagai macam pilihan angkutan.
Namun, bagi masyarakat dari daerah yang wilayahnya terpencil, terisolasi, tertinggal
atau berada di wilayah perbatasan, transportasi menjadi masalah karena infrastruktur
sarana dan prasarananya kurang memadai dan tingginya biaya tranportasi yang dirasakan.
Permasalahan tersebut sedang terjadi di daerah di wilayah Kabupaten Malang yaitu,
Kecamatan Tirtoyudo dan Ampelgading. Berdasarkan data hasil uji petik Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi Jawa Timur tahun 2022,
Kabupaten Malang menjadi daerah dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Jawa
Timur, yaitu sebesar 252.800 jiwa, serta masih minimnya akses jalan maupun akses
angkutan umum yang menyebabkan daerah tersebut kurang berkembang dibandingkan
dengan daerah lainnya.
Permasalahan angkutan umum yang terjadi di Kabupaten Malang tepatnya di Kecamatan
Ampelgading dan Tirtoyudo adalah tidak terorganisirnya penyediaan sarana angkutan
umum, sehingga wilayah terluar Kabupaten Malang menuju pusat kegiatan daerah
tersebut kurang terhubung. Hal ini ditunjukan berdasarkan hasil penilitan analisis
kemiskinan di sektor pertanian Kabupaten Malang. Dijelaskan bahwa Kabupaten
Malang dibagi menjadi tiga klaster dan Kecamatan Tirtoyudo serta Ampelgading
termasuk dalam klaster tiga yang merupakan klaster kecamatan miskin dengan rasio
6,93%, Kelompok kecamatan miskin mempunyai tingkat pendapatan yang rendah
diakibatkan oleh produktivitas yang buruk, karena kemampuan akses pasar yang rendah,
sistem irigasi yang buruk, biaya produksi yang tinggi, tingkat upah yang rendah dan juga
tingkat produksi yang rendah pula. Angkutan Umum menjadi urat nadi perekonomian
karena mampu menjadi alat pemersatu bangsa dan menjadi salah satu komponen yang
berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu dapat menumbuhkan sektor
perekonomian baru maupun meningkatkan dan mengembangkan sektor perekonomian
yang sudah ada. Karena wilayah ini tidak terlayani angkutan umum, menyebabkan
masyarakat menggunakan angkutan pribadi atau angkutan sewa dengan biaya yang
mahal. Ditambah medan jalan yang sulit menyebabkan lifetime kendaraan menjadi
singkat. Selain permasalahan itu, wilayah Ampelgading juga merupakan daerah terpencil,
sehingga tingkat daya beli masyarakat rendah. Dengan adanya perencanaan trayek
angkutan jalan perintis akan mempermudah masyarakat wilayah Ampelgading untuk
berpergian ke pusat kegiatan dan juga sebaliknya untuk menunjang pemerataan,



pertumbuhan, dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang erjangkau oleh
daya beli masyarakat. Oleh karena kondisi inilah, Untuk menindaklanjuti surat usulan
nomor 500.111.8./2023 perihal Layanan Angkutan Penumpang Umum Perintis dengan
jalur Trayek Terminal Tipe C Dampit - Pasar Kaligadung - Pasar Tirtoyudo - Kantor
Kecamatan Ampelgading yang diajukan oleh pihak Dinas Perhubungan Kabupaten
Malang kepada Kepala BPTD Kelas II Direktorat Jendral Perhubungan Darat Provinsi
Jawa Timur guna pemenuhan kebutuhan angkutan umum yang berbasis subsidi untuk
memberikan pelayanan angkutan umum yang terjangkau oleh masyarakat yang daya
belinya masih rendah, maka penulis melakukan penelitian dengan judul
“PERENCANAAN LAYANANANGKUTAN UMUM PERINTIS TRAYEK DAMPIT -
TIRTOYUDO -AMPELGADING DI KABUPATEN MALANG”.

METODELOGI PENELITIAN
Metode penelitian merupakan tindakan ilmiah yang dilakukan oleh peneliti untuk
memperoleh data atau informasi yang nantinya akan diolah dan dianalisis untuk
menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Penelitian dengan judul Perencanaan
Layanan Angkutan Penumpang Umum Trayek Dampit-Tirtoyudo-Ampelgading di
Kabupaten Malang dimulai dengan dilakukannya identifikasi terkait berbagai masalah
yang terdapat di wilayah studi. Serangkaian masalah tersebut kemudian diambil
beberapa di antaranya untuk dirumuskan menjadi rumusan masalah yang mendasari
dilakukannya penelitian ini. Untuk menghasilkan kajian yang komprehensif, peneliti
menggunakan data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dibagi menjadi dua,
yaitu untuk pengumpulan data sekunder dan data primer. Berikut adalah penjelasan lebih
lanjut mengenai kedua metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini.
1. Pengumpulan Data Sekunder
a. Data Kependudukan
Data kependudukan didapatkan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang
dimana data ini berfungsi untuk memberikan informasi mengenai jumlah penduduk,
pertambahan jumlah penduduk, dan kepadatan penduduk per kilometer persegi.

b. Jaringan Jalan
Peta dan data jaringan jalan didapatkan dari Dinas PUPR Kabupaten Malang. Data
jaringan jalan digunakan untuk melakukan proses pembebanan dan untuk membantu
menyusun pola jaringan trayek.

c. Jaringan Trayek , Data jaringan trayek didapatkan dari Perum DAMRI cabang
Kabupaten Malang, Data tersebut dapat memberikan informasi rute trayek
Angkutan Perintis Kec. Dampit, Kec. Tirtoyudo, dan Kec. Ampelgading di
Kabupaten Malang.

d. Tata Guna Lahan
Peta dan data didapatkan dari Bappeda Kabupaten Malang



2. Pengumpulan Data Primer
a. Survei Home Interview
Tujuan survei wawancara rumah adalah untuk memperoleh informasi dasar dalam
rangka untuk mempersiapkan sistem transportasi dimasa depan dengan mensurvei
"pola pergerakan dalam sehari" dari tempat tinggal di kota yang di survai dengan
kota lain di sekitarnya dengan menggunakan sarana angkutan yang ada seperti
kereta, bus dan mobil. Adapun data yang diharapkan melalui survei ini, yaitu:

b. Survei Stated Preference
Survei Stated Preference merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan
untuk mengukur atau memperkirakan bagaimana respon pelaku perjalanan terhadap
pelayanan angkutan atau moda transportasi yang belum ada, akan diadakan, atau
yang akan dikembangkan. Survei dilakukan dengan cara menanyakan langsung
kepada pengguna kendaraan pribadi dan angkutan sewa dengan memberikan
alternatif pilihan jawaban. Hal tersebut memungkinkan responden untuk
memberikan pendapat yang bisa dinyatakan dalam pilihan maupun pernyataan.
Tujuan dari survei ini adalah untuk mengetahui jumlah pengguna kendaraan pribadi
dan angkutan sewa yang mau berpindah moda menggunakan angkutan perintis
apabila layanan angkutan perintis diadakan.

Diagram Alir

Bagan alir penilitian digunakan guna menunjukkan Langkah-langkah yang dilakukan
dalam penelitian dan juga mampu memberikan gambaran terkait dengan tujuan dari
penelitian ini. Berikut merupakan bagan alir dari penelitian ini:

Gambar 1 Diagram Alir Metode Pelaksanaan



HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Jumlah Demand Potensial Angkutan Perintis

Demand potensial adalah potensi pengguna kendaraan pribadi yang ingin beralih
menggunakan angkutan umum. Demand potensial diperoleh dari hasil wawancara
terhadap masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi yang mau berpindah ke
angkutan umum. Berikut merupakan matriks demand potensial angkutan perintis trayek
Dampit-Tirtoyudo-Ampelgading di Kabupaten Malang.

Tabel 1Matriks Asal Tujuan Perjalanan Tabel 2Matriks Potensial

Dari tabel 1 dapat disimpulkan bahwa bangkitan perjalanan orang tertinggi adalah pada
zona A sebesar 30224 perjalanan orang per hari dan bangkitan terendah adalah pada zona
D sebesar 7808 perjalanan orang per hari. Sedangkan tarikan tertinggi adalah pada zona
A seebesar 30713 perjalanan orang per hari dan tarikan terendah adalah pada zona D
sebesar 7772 perjalanan orang per hari. Dari Tabel 2 diketahui bahwa demand potensial
angkutan umum yang didapat adalah sebesar 45.079 perjalanan orang perhari.

Analisis Rencana Kinerja Operasional
1. Penentuan Rute Angkutan Perintis
Dalam penetapan rute angkutan umum terdapat beberapa faktor yang harus
diperhatikan yaitu:
a. Pola tata guna lahan
b. Daerah pelayanan
c. Menghubungkan simpul dan pusat kegiatan
d. Kepadatan penduduk
e.Tidak tumpang tindih
f. Karakteristik jaringan
Dalam penentuan design rute rencana pengoperasian angkutan jalan perintis ini adalah
dengan mempertimbangkan titik asal dan titik tujuan perjalanan penumpang
berdasarkan permintaan pada setiap zona berdasarkan rute/jalan yang tersedia.

2. Penentuan Jenis Armada
Tabel 3 Ketentuan Jenis Angkutan Berdasarkan Kapasitas Kendaraan

Walaupun wilayah kajian merupakan wilayah Kabupaten dan juga angkutannya
berstatus perintis,namun jumlah permintaan perjalanan dalam 1 (satu) hari tergolong
tinggi. Maka kebutuhan armada untuk perencanaan Angkutan Perintis di Kabupaten



Malang adalah menggunakan bus sedang, Adapun spesifikasi kendaraan yang
diusulkan adalah jenis kendaraan bus sedang dengan kapasitas angkutan 30 seat sesuai
dengan karakteristik permintaan penumpang yang ada. Jenis angkutan perintis yang
direncanakan adalah bus sedang dikarenakan menyesuaikan topografi wilayah kajian
yang tidak memungkinkan bus besar, maka dipilih jenis bus sedang untuk tetap dapat
memaksimalkan demand yang ada.

3. Kinerja Operasional Angkutan Perintis

Tabel 4 Rekapitulasi Rencana Kinerja Operasional Angkutan Perintis

Dari Tabel 4 dapat disimpulkan bahwa rencana kinerja operasional angkutan perintis
trayek dampit-TirtoyudoAmpelgading dengan panjang rute 20 km dan kecepatan
rencana 30 km/jam adalah menggunakan bus sedang dengan kapasitas bus 30
penumpang, waktu perjalanan 40 menit, deviasi angkutan umum 2 menit, waktu
tunggu 4 menit, waktu pulang pergi 92 menit, jarak antar kendaraan 12 menit,
frekuensi 5 kend/jam, jumlah rit perbus per hari 8 rit/kend, jumlah armada 9
kendaraan serta 90% factor ketersedian kendaraan denganwaktu operasi per hari 12
jam atau sama dengan 720 menit.

4. Pengawasan
Pengawasan adalah suatu kegiatan mengawas kinerja operasi angkutan perintis.
Sistem pengawasan ini dilakukan dengan menetapkan petugas setiap titik henti
angkutan perintis untuk mengatur jam keberangkatan dan waktu tunggu angkutan
perintis sesuai dengan analisa kinerja operasional berdasarkan nilai LOT yaitu 4
menit.

5. Biaya Operasional Kendaraan
Biaya operasional tersebut terbagi menjadi biaya langsung dan biaya tidak langsung.
Biaya langsung adalah biaya yang dikeluarkan pada saat kendaraan tersebut
dioperasikan di jalan, sedangkan biaya tidak langsung adalah biaya yang tetap harus
dikeluarkan walaupun kendaraan tidak sedang beroperasi di jalan.



Tabel 5 Rekapitulasi biaya pokok per kendaraan per kilometer

Dari Tabel 5 dapat diketahui bahwa biaya operasional kendaraan angkutan perintis
trayek dampit-Tirtoyudo-Ampelgading seebesar Rp. 5.383,01 per kendaraan.

Analisis Penentuan Tarif dan Subsidi
1. Perhitungan Tarif
Berikut merupakan tarif angkutan perintis trayek Dampit-TirtoyudoAmpelgading
Kabupaten Malang berdasarkan BOK dan load factor 10% hingga load factor 100% .

Tabel 6 Perhitungan tarif angkutan perintis

Jadi dari Tabel 6 tarif penumpang angkutan perintis berdasarkan load factor 10% -
100% yaitu tarif penumpang load factor 10% sebesar Rp 39.500/pnp, load factor 20%
sebesar Rp 19.700/pnp, load factor 30% sebesar Rp 13.200/pnp, load factor 40%
sebesar Rp 9.900/pnp, load factor 50% sebesar Rp 7.900/pnp, load factor 60% sebesar
Rp 6.600/pnp, load factor 70% sebesar Rp 5.600/pnp, load factor 80% sebesar Rp
4.900/pnp, load factor 90% sebesar Rp 4.400/pnp, load factor 100% sebesar Rp
3.900/pnp.
a. Tarif Berdasarkan Jarak
Trayek angkutan perintis rute Dampit-Tirtoyudo-Ampelgading adalah trayek yang
memiliki panjang trayek 20 km dan memiliki enam titik kantung penumpang. Berikut
adalah tarif penumpang berdasarkan jarak antar titik kantung penumpang trayek
Dampit-TirtoyudoAmpelgading.



Tabel 7 Tarif Penumpang berdasarkan jarak

b. Tarif Berdasarkan Ability to Pay (ATP)
Dalam analisis ATP, indikator penilaian berdasarkan besaran pendapatan per bulan,
biaya pengeluaran untuk biaya transportasi, biaya pengeluaran angkutan umum dan
frekuensi perjalanan

Tabel 8 Nilai ATP Berdasarkan Pekerjaan

Dari Tabel 8 diketahui bahwa nilai ATP paling besar adalah golongan PNS dengan
nilai ATP Rp. 5.008 sedangkan nilai ATP paling kecil adalah golongan
mahasiswa/pelajar dengan nilai ATP Rp. 627.

c. Tarif Berdasarkan Willingness To Pay (WTP)
Analisis nilai WTP diperoleh dari hasil wawancara sampel. Dalam analisis WTP
indikator yang digunakan adalah besar nilai tarif yang menjadi opsi masing-masing
responden. Berikut disajikan tabel nilai WTP:

Tabel 9 Nilai WTP Berdasarkan Pekerjaan



Dari Tabel 9 diperoleh nilai WTP tebesar adalah golongan PNS dengan nilai WTP Rp. 3.210
sedangkan nilai WTP terkecil adalah golongan Mahasiswa/pelajar dengan nilai WTP Rp.
2.243.

d. Subsidi Pemerintah
Subsidi pemerintah dilakukan untuk dapat membantu operator angkutan perintis
dalam memenuhi biaya operasional kendaraan yang akan beroperasi. Subsidi
dilakukan dengan menghitung selisih tarif berdasarkan biaya operasional kendaraan
dengan nilai ATP dan WTP.

Tabel 10 Nilai WTP Berdasarkan Pekerjaan

Dari Tabel 10 dapat disimpulkan bahwa subsidi yang akan di bayarkan oleh
pemerintah adalah subsidi berdasarkan selisih nilai tarif BOK dengan ATP karena
mengingat kemampuan masyarakat dalam membayar lebih rendah dari keingin
masyarakat dalam membayar. Subsidi berdasarkan nilai tarif BOK dan ATP adalah Rp
4.400 sedangkan subsidi berdasarkan nilai tarif BOK dan WTP adalah Rp 4.000.
Nilai ATP lebih kecil dari WTP dikarenakan kondisi di wilayah kajian bahwa
keinginan pengguna untuk membayar jasa lebih besar dari kemampuan yang dimiliki.
Hal ini dapat terjadi karena pengguna yang berpenghasilan rendah memiliki utilitas
yang tinggi terhadap jasa angkutan perintis yang direncanakan.

KESIMPULAN
Dari hasil penelitian terhadap Perencanaan Angkutan Perintis Trayek Dampit –
Tirtoyudo – Ampelgading di Kabupaten Malang dapat ditarik kesimpulan sebagai
berikut:
1. Dapat diketahui berdasarkan hasil analisis bahwa demand potensial angkutan perintis
yang didapat adalah sebesar 45.079 perjalanan orang perhari.

2. Rencana kinerja operasional angkutan Perintis Trayek Dampit–Tirtoyudo–
Ampelgading di Kabupaten Malang akan dilayani bus sedang dengan kapasitas 30
penumpang, kecepatan rencana ditetapkan 30 km/jam, dengan waktu tempuh
perjalanan 40 menit untuk menempuh panjang rute 20 Km dan waktu pulang pergi 92
menit, deviasi AU 2 menit, LOT 4 menit, jarak antar kendaraan 12 menit, frekuensi 5
kend/jam, dan jumlah rit 8 rit/kend serta jumlah armada 9 kendaraan dengan waktu
operasi 12 jam atau setara dengan 720 menit/hari. Kemudian didapat nilai biaya
operasional kendaraan adalah Rp. 5.383.

3. Tarif Angkutan Perintis Trayek Dampit–Tirtoyudo–Ampelgading di Kabupaten
Malang dihitung berdasarkan Biaya Operasional Kendaraan (BOK), Abillity To Pay
(ATP) dan Willingness To Pay (WTP). Tarif berdasarkan BOK adalah Rp 6.600,
kemudian tarif berdasarkan ATP Rp. 2.200, sedangkan tarif berdasarkan WTP adalah
Rp. 2.600. Sedangkan nilai subsidi yang harus dibiaya oleh pemerintah adalah sebesar
Rp. 4.400 subsidi berdasarkan ATP dan Rp. 4.000 subsidi berdasarkan WTP. Jadi tarif
yang diusulkan adalah tarif berdasarkan ATP sebesar Rp. 6.600 dengan subsidi
pemerintah sebesar Rp. 4.400.



SARAN/REKOMENDASI
Saran yang disampaikan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan antara lain
sebagai berikut :
1. Supaya Setelah dilakukan penelitian terhadap Perencanaan angkutan Perintis Trayek

Dampit – Tirtoyudo – Ampelgading di Kabupaten Malang maka penelitian ini dapat
dijadikan dasar bagi pemerintah daerah dalam merencanakan pengoperasian
angkutan perintis di Kabupaten Malang, perencanaan angkutan perintis ini
diharapkan segera direalisasikan agar dapat membantu perjalanan masyarakat dalam
melakukan kegiatan dengan tarif yang terjangkau.

2. Diharapkan adanya pengembangan dan penyediaan prasarana yang memadai dari
pemerintah Kabupaten Malang untuk dapat mendukung pelaksanaan angkutan
perintis.

3. Adanya pembentukan unit pelaksana untuk mengelola Angkutan Perintis yang akan
beroperasi dimana unit pelaksana tersebut berada di bawah pengawasan Dinas
Perhubungan Kabupaten Malang.

4. Diharapkan adanya peran pemerintah daerah agar dapat terlaksana transportasi yang
efektif, efisien, serta pemerintah dapat memberikan subsidi sesuai ketentuan dan
peraturan yang berlaku dimana besaran tarif angkutan ditetapan sesuai dengan
keputusan pemerintah sehingga tarif yang ditentukan sesuai harapan masyarakat
sehingga penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan
angkutan jalan perintis yang diusulkan.

5. Berdasarkan PM 73 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Jalan
Perintis bahwa tarif angkutan ditetapkan oleh Menteri, untuk Angkutan orang yang
melayani Trayek antarkota antarprovinsi, Angkutan perkotaan, dan Angkutan
perdesaan yang wilayah pelayanannya melampaui wilayah provinsi kemudian
ditetapkan oleh gubernur, untuk Angkutan orang yang melayani Trayek antarkota
dalam provinsi serta Angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui batas 1
(satu) kabupaten/kota dalam satu provinsi, kemudian ditetapkan oleh bupati, untuk
Angkutan orang yang melayani Trayek perkotaan dan perdesaan yang wilayah
pelayanannya dalam kabupaten; dan ditetapkan oleh wali kota, untuk Angkutan
orang yang melayani Trayek perkotaan yang wilayah pelayanannya dalam kota.
Penetapan tarif oleh Menteri ditandatangani oleh Direktur Jenderal atas nama
Menteri.
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